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P  U  T  U  S  A  N

NOMOR :  08/G.TUN/2011/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te lah  menja tuhkan  Putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga imana  te r ura i  d i  

bawah in i ,  da lam perkara  anta ra  :

1. Drs.  HENDRIK  JAN  RUMKABU,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS) ,  

Ber tempat  t i ngga l  d i  Samofa ,  Kelu rahan  

Samofa ,  Dis t r i k  Samofa ,  Kabupaten  Biak  

Numfor  ;

2. MARINUS  MARYAR,  S.Sos. ,  M.Kes. ,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  

(PNS) ,  Ber tempat  t i ngga l  d i  

Pemda  I  Samofa ,  Kelu rahan  Samofa ,  Dis t r i k  

Samofa ,  Kabupaten  Biak  Numfor  ;

Dalam hal  in i  member i kan  Kuasa kepada  :

1. HASNIAH,  SH. ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat /Penas iha t  Hukum dengan  

i j i n  beracara  Nomor  98.10426 ,  Ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Perce takan  Negara  No.  17 

Jayapura  ;

2. B.  WAHYU  HERMAN  WIBOWO,  SH. ,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker jaan  

Advokat /Penas iha t  Hukum  dengan  i j i n  

beracara  Nomor  95.10184 ,  Ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Ondik l eo  18  Perumnas  I  

Waena,  Dis t r i k  Heram,  Kota  Jayapura  ;

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  25 

Januar i  2011 ;

Hal .  1 dar i  33 Hal .  Putusan  No.  08/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  PARA PENGGUGAT 

;

M E L A W A N   :

KOMISI  PEMILIHAN  UMUM (KPU)  KABUPATEN SUPIORI ,  Tempat  

Kedudukan  Ja lan  Kor ido  Sorend iwer i ,  

Kabupaten  Supio r i ,  Prov ins i  Papua  ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  TERGUGAT ;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  te rsebu t  :

- Telah  membaca  Sura t  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  Nomor  :  08/PEN.MH/201 1/PTUN.JPR 

tangga l  02  Februar i  2011 ten tang  Penunjuk kan  Maje l i s  

Hakim ;

- Telah  membaca Sura t  Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Nomor  

:  08/PEN- PP/2010/PTUN.JPR  tangga l  02  Februar i  2011 

ten tang  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan  ;

- Telah  membaca Sura t  Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Nomor  

:         08/P en.HS/TUN/2010/PTUN.JPR tangga l  09  Maret  

2011 ten tang  Har i  Sidang  ;

- Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  dan  

mendengar  kete rangan  saks i  d i  Pers idangan  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUK PERKARA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  gugatan  

te r t angga l  25  Januar i  2011  yang  di te r ima  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  tangga l  28  Januar i  

2011  dengan  Regis te r  Perkara  Nomor  :  08/G.TUN/2011/PTUN.JPR 

te lah  mela lu i  Pemer iksaan  Pers iapan ,  gugatan  Para  Penggugat  

te lah  disempurnakan  dan  di te r ima  oleh  Maje l i s  Hakim  pada  

tangga l  09 Januar i  2011 ;
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Bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam  perkara  in i  

ada lah  :

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  

Nomor  80  Tahun  2010  tangga l  25  Oktober  2010  Tentang  

Perubahan  Atas  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Supio r i  Nomor  76 Tahun 2010 Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010,  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  12  

Tahun  2010  Tentang  Rekapi t u l a s i  Hasi l  Penghi t ungan  Pero lehan  

Suara  Pada Pemi lu  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  

Tahun  2010,  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Supio r i  Nomor  13 Tahun 2010 Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010- 2015  

Pada Putaran   Kedua ;

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  dasar  dan  a lasan  yang  

dia j ukan  Para  Penggugat  da lam  gugatannya  te rsebu t  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  ;

OBYEK GUGATAN

1. Bahwa yang  menjad i  obyek  gugatan  dalm  perkara  in i  ada lah  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  

Nomor  80  Tahun  2010  tangga l  25  Oktober  2010  Tentang  

Perubahan  Atas  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Supio r i  Nomor  76  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  

2010,  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  

Nomor  12  Tahun  2010  Tentang  Rekapi tu l a s i  Hasi l  

Penghi tungan  Pero lehan  Suara  Pada Pemi lu  Bupat i  dan Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010,  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  13  Tahun  2010  

Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Supio r i  Tahun 2010- 2015 Pada Putaran  Kedua ;

2. Obyek  gugatan  dalam  perkara  in i  te l ah  memenuhi  syara t  
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sebaga imana  da lam Pasal  1 Angka  9 UU Nomor  51 Tahun 2009,  

Keputusan  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  bers i f a t  Kongkr i t ,  

Ind i v i dua l  dan Fina l  ;

-  Kongkr i t  dimana  obyek  gugatan  bers i f a t  nyata  te rka i t  

dengan  peser ta  dengan  nomor  uru t  3  ya i t u  pasangan  

Fredr i k  Menufandu ,  SH. ,  MH.,  MM.  dan  Drs .  Yan  Imbab  

dan  pasangan  nomor  uru t  5  ya i t u  Ju l i anus  Mnusefe r ,  

S.S i .TH. ,  MAP dan Theodorus  Kawer  S. IP . ,  M.Si  ;

- Ind iv idua l  dimana  Tergugat  dengan  menerb i t kan  SK Nomor  

80  Tahun  2010  Tangga l  25  Oktober  2010secara  nyata  

te l ah  menyebut  pasangan  nomor  uru t  3  dan  5  dengan  

t i dak  menyebutkan  naman Para  Penggugat  ;

- Final  dimana  obyek  gugatan  menimbulkan  ak iba t  hukum 

yang  t i dak  lag i  membutuhkan  atau  memer lukan  

perse tu j uan  dar i  ins tans i  la i n ,  dengan  di te rb i t k annya  

obyek  gugatan  member ikan  lega l i t a s  atas  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010  yang  t i dak  menyebutkan  

nama  Para  Penggugat  sebaga i  peser ta  Pemi lukada  

Kabupaten  Supio r i  Tahun 2010 ;

DASAR GUGATAN

1. Bahwa  Para  Penggugat  baru  mengetahu i  adanya  obyek  

sengketa  pada  waktu  sura t  keputusan  te rebu t  d ia jukan  

kepada  KPU Prov ins i  Papua  pada  tangga l  22  Januar i  2011  

dengan  sura t  penganta r  No.17 /SET- KPU/SUP/ I / 2011  

seh ingga  berdasarkan   waktu   d ike tahu i   adanya  obyek  

gugatan   perkara  in i ,  gugatan  

yang  dia j ukan  masih  da lam  tenggang  waktu  untuk  

menggugat  dan  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  55  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51 

Tahun 2009 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Para  Penggugat  ada lah  pasangan  peser ta  pemi l i han  

4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Supio r i  Tahun  2010  puta ran  kedua  berdasarkan  Sura t  

Keputusan  yang  di te r b i t k an  oleh  Terguga t  dengan  nomor  13  

Tahun  2010  yang  ber i s i  ten tang  penetapan  pasangan  Calon  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun 2010 pada  

puta ran  kedua  ya i t u  Pasangan  Fredr i k  Menufandu ,  SH. ,  MH.,  

MM.  dan  Drs .  Yan  Imbab  dan  Pasangan  Drs .  Hendr i k  Jan  

Rumkabu  dan  Mar inus  Maryar ,  S.Sos  (Para  Penggugat )  pada  

uru tan  kedua  ;

3. Bahwa  Pasangan  nomor  uru t  5  ya i t u  Ju l i anus  Mnusefe r ,  

S.S i .TH. ,  MAP dan  Theodorus  Kawer  S. IP . ,  M.Si  mengajukan  

gugatan  ke  Mahkamah Konst i t u s i  dengan  Nomor  182/PHPU.D-

VI I I / 2 010  yang  da lam  per t imbangan  hukumnya  Mahkamah 

Konst i t u s i  meni la i  bahwa  Penggugat  Drs .  Hendr i k  Jan  

Rumkabu  bers i kap  t i dak  ju j u r ,  t i dak  ber i t i k ad  baik  atau  

menyembuny ikan  sta tusnya  sebaga i  narap idana  dengan  

harapan  supaya  dapat  mencalonkan  di r i  sebaga i  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010  sebab  

di j a t uh i  p idana  berdasarkan  Putusan  diancam dengan  pidana  

pen ja ra  5  ( l ima )  tahun  atau  leb ih  sebaga imana  d ia tu r  

da lam Pasa l  58  huru f  f  UU Nomor  12  Tahun  2008  Jo.  Pasa l  

38  Ayat  (1 )  huru f  f  PP Nomor  6  Tahun  2005  Jo.  Pasa l  10 

ayat  (1 )  huru f  n  Pera tu ran  KPU Nomor  68  tahun  2009  

seh ingga  Para  Penggugat  sebaga i  ca lon  nomor  uru t  2 harus  

dinya takan  t i dak  sah ;

4. Bahwa  Penggugat  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu  dalam  perkara  

dugaan  t i ndak  pidana  dengan  nomor  perkara  2215  

K/P id .Sus /2009  atas  nama  Penggugat  Drs .  Hendr i k  Jan  

Rumkabu karena  pihak  Pengad i l an  Neger i  Biak  belum pernah  

menyerahkan  Putusan  p idana  te rsebu t  kepada  Penggugat  Drs .  

Hendr i k  Jan  Rumkabu  dengan  demik ian  perkara  te rsebu t  

be lum  sampai  pada  tahap  memi l i k i  kekuatan  hukum te tap  

per t imbangan  Mahkamah Konst i t u s i  t i dak  dapat  d ipe rgunakan  

sebaga i  acuan  bag i  Tergugat  untuk  mengeluarkan  obyek  

sengketa  dalam perkara  in i  ;

5. Bahwa se jak  awal  pendaf t a r an  sebaga i  peser ta  keberadaan  
Hal .  5 dar i  33 Hal .  Putusan  No.  08/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Penggugat  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu  sedang  te rkena  kasus  

Pidana  te lah  lo l os  ver i f i k a s i  dan  berhak   menjad i  

Peser ta   Pemi l i han  umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Supio r i  Tahun 2010 sampai  pada Pemi l i han  

umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Supio r i  Tahun  2010  tahapan  kedua  dan  dianu l i r  o leh  

Mahkamah  Konst i t u s i  dengan  per t imbangan  hukum  berdasar  

pada  putusan  pidana  yang  belum  memi l i k i  kekuatan  hukum 

te tap  ;

6. Bahwa dalam kasus  yang  t i dak  jauh  berbeda  dimana  Wal iko ta  

Tomohon  te rp i l i h  per i ode  2010- 2015  bernama  Jef fe r son  

Rumajar  d i tahan  di  Rumah  Tahanan  Cip inang  di l an t i k  

menjad i  Wal iko ta  Tomohon karena  yang  bersangku tan  menang 

dalam  Pemi lukada  bulan  Oktober  2009  sete lah  Mahkamah 

Konst i t u s i  membata lkan  Pi l kada  dan  di l akukan  Pi l kada  

kembal i  yang  pada  waktu  i t u  KPU Tomohon mengiku t se r t akan  

Jef fe r son  Rumajar  sebaga i  peser ta  padaha l  waktu  i t u  

perkara  yang  bersangku tan ten tang  dugaan  t i ndak  pidana  

korups i  be lum  mendapat  putusan  yang  memi l i k i  kekuatan  

Hukum Tetap .  Contoh  la i n  ten tang  Yusak  Yaluwo  yang  akan  

di l an t i k  sebaga i  Bupat i  Boven  Digu l  sementara  se lama  

proses  Pemi lukada  yang  bersangku tan  te rkena  kasus  dugaan  

t i ndak  pidana  korups i  yang  sampai  sekarang  kasusnya  belum 

memi l i k i  kekuatan  hukum te tap  ;

7.  

Bahwa Tergugat  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  

obyek  sengketa  dalam peraka  in i  dengan  t i dak  menyebutkan  

nama Para  Penggugat  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu dan  Mar inus  

Maryar ,  S.Sos . ,  M.Kes  sebaga i  peser ta  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Supio r i  

Tahun 2010te lah  melanggar  azas  hukum praduga  tak  bersa lah  

dimana  seseorang  t i dak  dapat  d inya takan  bersa lah  apab i l a  

be lum  ada  Putusan  yang  memi l i k i  kekuatan  hukum te tap ,  

da lam  hal  in i  Penggugat  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu  belum 

sampai  pada  tahapan  d inya takan  bersa lah  karena  Putusan  

Mahkamah  Agung  RI  te rka i t  dengan  perkara  dugaan  t i ndak  
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pidana  belum  dipu tuskan  dan  secara  resmi  Putusan  be lum 

sampai  kepada  Penggugat  Drs .  Hendr i k  Jan Rumkabu ;

8. Bahwa  Tergugat  mengetahu i  dan  menyadar i  ak iba t  dar i  

Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  yang  mendasarkan  pada  

per t imbangan  hukum t i dak  cermat  dan t i dak  hat i - hat i  da lam 

memakai  dan  mempert imbangkan  ala t  bukt i  berupa  Putusan  

perkara  pidana  yang  belum  memi l i k i  kekua tan  hukum te tap  

dan  past i  atas  nama Penggugat  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu 

yang  akh i rnya  Putusan  Mahkamah Konst i t u s i  da lam  perkara  

Nomor  182/PHPU.D- VI I I / 2 010  mengalami  caca t  hukum  dan  

merug ikan  hak  hak  azas i  dar i  Penggugat  Drs .  Hendr i k   Jan  

Rumkabu,   bahwa   ak iba t   Putusan   Mahkamah  Konst i t u s i  

yang

 mengalami  cacat  dan  t i dak  sah  te rsebu t  p ihak  Penggugat  

Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu  mela lu i  kuasa  hukumnya  te lah  

mengi r im  sura t  ke  Mahkamah Agung  RI  untuk  meminta  fa twa  

dan hal  in i  te l ah  dike tahu i  o leh  Tergugat  dengan  sura tnya  

Nomor  :  001/TUA/KPU- SUP/ I /2011  kan  te tap i  Tergugat  dengan  

senga ja  t i dak  mau menunggu  sampai  dengan  tu runnya  fa twa  

dar i  Mahkamah Agung demi  suatu  kepas t i an  hukum ;

9. Bahwa Mahkamah Konst i t u s i  da lam  Putusannya  Nomor  4/PUU-

VI I / 2009  Tangga l  24  Maret  2009  te l ah  memutuskan  bahwa 

norma  hukum yang  te rkandung  da lam  Pasa l  12  huru f  g  dan  

Pasa l  50 Ayat  (1 )  huru f  g UU 10/2008  ser ta  Pasal  58 huru f  

f  UU 12/2008  ya i t u  syara t  “ t i dak  pernah  di j a t uh i  p idana  

pen ja ra  berdasarkan  Putusan  Pengad i l an  yang  te l ah  

mempero leh  kekuatan  hukum te tap  karena  melakukan  t i ndak  

pidana  yang  diancam pidana  penja ra  5  ( l ima )  tahun  atau  

leb ih ”  merupakan  norma  hukum  yang  bers i f a t  

inkons t i t u s i o na l  bersyara t  (cond i t i o na l l y  

uncons t i t u t i o na l )  ;

10.

Bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  sura t  keputusan  KPU 

Kabupaten  Supio r i  Nomor  80  Tahun  2010  te l ah  ber ten tangan  

Hal .  7 dar i  33 Hal .  Putusan  No.  08/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  sebaga imana  

dimaksud  Pasal  53  ayat  (2a )  dan  (2b)  Undang- Undang  Nomor  

9  Tahun  2004,  seharusnya  Tergugat  t i dak  sampai  pada  

tahapan  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Supio r i  

Nomor  80  Tahun  2010  Tangga l  25  Oktober  2010  akan  te tap i  

te tap  pada SK Nomor 13 Tahun 2010 ;

11.

Bahwa  Tergugat  se la i n  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  KPU 

Kabupaten  Supio r i  Nomor  80  Tahun  2010  Tangga l  25  Oktober  

2010  juga  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Nomor  01 Tahun 2011  

ten tang  Perubahan  SK Nomor  78  Tahun  2010  yang  ber i s i  

ten tang  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010  akan  di l aksanakan  

pada tangga l  11 Maret  2011;

12.

Bahwa  Para  Penggugat  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  agar  

k i r anya  mengeluarkan  Penetapan  Penundaan  ber lakunya  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  

80  Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  12  Tahun  2010  

Tentang  Rekapi tu l a s i  Hasi l  Penghi t ungan  Pero lehan  Suara  

Pada  Pemi lu  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  

Tahun  2010 dan Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Supio r i  Nomor  13 Tahun 2010

Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010- 2015  Pada  Putaran  Kedua  

se lama  pemer iksaan  sengketa  TUN sedang  ber ja l an ,  sampai  

ada  Putusan  Pengad i l an  yang  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap  dan  past i ,  dengan  alasan  bahwa jangan  sampai  da lam 

proses  sengketa  sedang  ber ja l an  Tergugat  melaksanakan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Supio r i  Tahun 2010 ;

Berdasarkan  alasan  te rsebu t  d i  atas ,  Para  Penggugat  mohon 

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  Cq.  Ketua  
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Maje l i s  Hakim berkenan  memanggi l  Para  Penggugat  dan Tergugat  

menghadap  di  s idanga  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

pada  suatu  har i  yang  di t e t apkan  dan  memer iksa  gugatan  Para  

Penggugat  ser ta  member ikan  Putusan  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan  Permohonan Penundaan Para  Penggugat  ;

2. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  menunda  ber lakunya  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  

80  Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  12  Tahun  2010  

Tentang  Rekapi t u l a s i  Hasi l  Penghi tungan  Pero lehan  Suara  

Pada  Pemi lu  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  

Tahun  2010 dan Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Supio r i  Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  

2010- 2015 Pada Putaran  Kedua ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  80  Tahun  2010  

Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Supio r i  Nomor  12  Tahun  2010  Tentang  

Rekap i t u l a s i  Hasi l  Penghi tungan  Pero lehan  Suara  Pada 

Pemi lu  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  

2010 dan Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Supio r i  Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  

2010- 2015 Pada Putaran  Kedua ;

3. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  80  Tahun  

Hal .  9 dar i  33 Hal .  Putusan  No.  08/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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2010  Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  12  Tahun  2010  Tentang  

Rekap i t u l a s i  Hasi l  Penghi tungan  Pero lehan  Suara  Pada 

Pemi lu  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  

2010 dan Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Supio r i  Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  

2010- 2015 Pada Putaran  Kedua ;

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  yang  

di t imbu l kan  dalam perkara  in i  ;

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  d i  

atas ,  Pengad i l an  te l ah  memanggi l  Tergugat  sebanyak  3 ( t i ga )  

ka l i  ber tu ru t - tu ru t  untuk  had i r  pada  Pemer iksaan  Pers iapan  

dengan  Sura t  Nomor  68/G.TUN/2010 /PTUN.JPR  tangga l  04  

Februar i  2011,  Nomor  87/G.TUN/2011/PTUN.JPR  tangga l  14  

Februar i  2011  dan  Nomor  107/G.TUN/2011/PTUN.JPR tangga l  21  

Februar i  2011  untuk  dimin ta  pen je lasannya  berka i t an  dengan  

penerb i t an  objek  sengketa ,  namun Tergugat  t i dak  hadi r  ;

Menimbang,  bahwa  Hakim  Ketua  Maje l i s  te l ah  memanggi l  

Tergugat  mela lu i  atasannya  yakn i  Ketua  Komis i  Pemi l i an  Umum 

(KPU)  Prov ins i  Papua  dengan  mengeluarkan  Penetapan  Nomor  :  

08  /  PEN /  2011  /  PTUN.JPR Tangga l  28  Februar i  2011,  namun 

Tergugat  masih  t i dak  hadi r  dan t i dak  menanggap i  gugatan  Para  

Penggugat  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i - bukt i  

te r t u l i s  berupa  fo tocopy  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang  

dibe r i  tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 25,  dengan  per i nc i an  

sebaga i  ber i ku t  :
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1. Bukt i  P- 1 

:

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Supio r i  Nomor  80 Tahun 2010  tangga l  

25  Oktober  2010  Tentang  Perubahan  Atas  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Supio r i  Nomor  76 Tahun  2010  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010,  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  

12  Tahun  2010  Tentang  Rekapi t u l a s i  Hasi l  

Penghi tungan  Pero lehan  Suara  Pada  Pemi lu  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  

Tahun  2010,  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Supio r i  Nomor  13 Tahun 2010  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010- 2015  Pada 

Putaran  Kedua  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

2. Bukt i  P- 2 

:

Sura t  Rekomendas i  Cata tan  Kr im ina l  No.  

B/02 /2010 /Resk r im  Tangga l  26  Mei  2010  Dar i  

Kepala  Satuan  Reskr im  Pol res  Biak  Numfor t  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P- 3 

:

Sura t  Rekomendas i  untuk  mendapatkan  SKCK No.  

B/02 /V /Resk r im  Tangga l  26  Mei  2010  Dar i  

Kepala  Satuan  Reskr im  Pol res  Biak  Numfor t  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i )  ; - -

4. Bukt i  P- 4 

:

Sura t  Kete rangan  Cata tan  Kepol i s i an  Nomor  :  

SKCK/137/V /2010 / INTELKAM Tangga l  04  Jun i  2010  

dar i  Di rek to ra t  In te l i j e n  Keamanan  Polda  

Papua  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  11 dar i  33 Hal .  Putusan  No.  08/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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5. Bukt i  P- 5 

:

Sura t  Keterangan  No.  W30-

U4/01 /UM.06 .08 /V /2010  Tangga l  31  Mei  2010  

dar i  Pengad i l an  Neger i  Biak  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan 

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  P- 6 

:

Sura t  Keterangan  No.  W30-

U4/01 /UM.06 .08 /V /2010  Tangga l  31  Mei  2010  

dar i  Pengad i l an  Neger i  Biak  Tentang  Drs .  

Hendr i k  Jan  Rumkabu  t i dak  pernah  di t ahan  

karena  melakukan  perz i nahan ,  per jud i an ,  

minuman  keras  dan  narkoba  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P- 7 

:

Sura t  Keputusan  Bupat i  Biak  Numfor  Nomor  :  

848/760  Tangga l  08  Jun i  2010  Tentang  

Pember ian  Iz i n  Mengiku t i  Pemi lukada  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P- 8 

:

Sura t  Keterangan  Bebas  Narkoba  Nomor  :  

354/330  Tangga l  31 Mei  2010  dar i  Labora to r i um  

Kl in i k  Biak  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P- 9 

:

Sura t  Keterangan  Kesehatan  Nomor  :  812/330  

Tangga l  31  Mei  2010  dar i  RSUD Biak  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan as l i )  ; - - - - - - -

12
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10 Bukt i  P-

10 :

Sura t  Penca lonan  Model  B- KWK  Nomor  :  

001/KOALISI - PPS/HJR- MM/VI /2010  Tangga l  04 

Jun i  2010  kepada  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu dan  

Mar inus  Maryar ,  S.Sos. ,  M.Kes  dar i  Gabungan  

Par ta i  Pol i t i k  PAN,  BARNAS,  PDK,  PPIB,  PPD 

dan  PKPI  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 Bukt i  P-

11 :

Ber i t a  Acara  Rekapi tu l a s i  Hasi l  Penghi tungan  

Suara  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Supio r i  tangga l  22 

September  2010  beser ta  lampi rannya  ( fo t ocopy  

dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

12 Bukt i  P-

12 :

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Supio r i  Nomor  12 Tahun 2010  Tentang  

Penetapan  Rekap i t u l a s i  Hasi l  Penghi t ungan  

Dalam Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 Bukt i  P-

13 :

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Supio r i  Nomor  13 Tahun  2010  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010  Pada 

Putaran  Ke- Dua ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 Bukt i  P-

14 :

Sura t  Bupat i  Kabupaten  Biak  Numfor  No.  

700/749  Tangga l  22  November  2010  Per iha l  

Penje lasan  Bupat i  Biak  Numfor  te rhadap  

Permohonan  Laporan  Hasi l  Pemer iksaan  BPK-RI  

Perwak i l an  Prov .  Papua  T.A  2009  /  2010  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  13 dar i  33 Hal .  Putusan  No.  08/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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15 Bukt i  P-

15 :

Pet i kan  Putusan  Nomor  :  2215  K/P id .Sus /2009  

Tangga l  17  November  2009  dengan  Sura t  

Penganta r  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 Bukt i  P-

16 :

Sal i nan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  2215  K/PID.SUS/2009  Perkara  

Kasas i  Pidana  Khusus  Tangga l  17 November  2009  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ; - - - - - - - - -

17 Bukt i  P-

17 :  

Sura t  Pember i t ahuan  Berkas  Putusan  Nomor  :  

2215  K/P id .Sus /2009  Per iha l  Permohonan  Kasas i  

dar i  JPU Pada  Keja r i  Jayapura  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 Bukt i  P-

18 :

Sura t  Ketua  Pengadi l an  Neger i  Biak  Nomor  :  

W30.U4/825 /Hk .07 / IX / 2010  Tangga l  29  September  

2010  Per iha l  Mohon  Perba i kan  Putusan  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 Bukt i  P-

19 :

Sal i nan  Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  Nomor  

182/PHPU.D- VI I I / 2 010  Tangga l  19  Oktober  2010  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 Bukt i  P-

20 :

Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  Nomor  4/PUU-

VI I / 2009  Tangga l  24 Maret  2009  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - -

21 Bukt i  P-

21 :

Sura t  Pernya taan  Sikap  Mendukung  Pasangan  

ca lon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  Nomor  

Urut  2  (Dua)  atas  nama  Drs .  Hendr i k  Jan  

Rumkabu  dan  Mar inus  Maryar ,  S.Sos. ,  M.Kes.  

Tangga l  01  November  2010  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - -

14
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22 Bukt i  P-

22 :

Sura t  Koal i s i  Par ta i  Pol i t i k  Pedul i  

Pembangunan  Supio r i   Nomor  :  03/KP3S/X/2010  

Tangga l  25  Oktober  2010  Kepada  Ketua  Dan 

Waki l - Waki l  Ketua  Ser ta  Selu ruh  Anggota  

Komis i  I I I  DPR-RI  Per iha l  Hear ing  dan  

Pembentukan  Dewan  Kehormatan  Mahkamah 

Konst i t u s i  Untuk  Memer iksa  Kembal i  Putusan  

Nomor  :  182/PHPU.D/VI I I / 2 010  Tangga l  20 

Oktober  2010  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 Bukt i  P-

23 :

Sura t  Permohonan  Nomor  :  02/KA- H/FW/I / 2011  

Tangga l  18  Januar i  2011  Per iha l  Mohon 

Perkenan  memberkan  Fatwa  te rhadap  gugatan  

ta ta  usaha  negara  No.  57/G/2010 /PTUN Jayapura  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 Bukt i  P-

24 :

Sura t  Ketua  Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  033/KMA/HK.01 / I I I / 2 011  Tangga l  01 

Maret  2011  Per iha l  Mohon  Perkenan  memberkan  

Fatwa  te rhadap  gugatan  ta ta  usaha  negara  No.  

57/G/2010 /PTUN  Jayapura  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan 

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

25 Bukt i  P-

25 :

Sura t  Mahkamah  Konst i t u s i  Nomor  :  

302/PAN.MK/XI I / 2010  Tangga l  31  Desember  2010  

Kepada  Kuasa  Hukum Pemohon Penin jauan  Kembal i  

Putusan  MK Nomor  182/PHPU.D- VI I I / 2 010  Per iha l  

Jawaban  atas  Permohonan  Penin jauan  Kembal i  

Putusan  MK  Nomor  182/PHPU.D- VI I I / 2010  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  

te r t u l i s  te rsebu t ,  Para  Penggugat  juga  te l ah  mengajukan  3  

( t i g a )  orang  Saks i  d i  Pers idangan  yang  member ikan  
Hal .  15 dar i  33 Hal .  Putusan  No.  08/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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kete rangannya  di  bawah Jan j i  yang  pada  pokoknya  menerangkan  

sebaga i  ber i ku t  ;

Saks i  :  ONES RUMBEKWAN ;

Bahwa saks i  da lam kesaks iannya  yang  d inya takan  dibawah  Jan j i  

menuru t  agama  Kr is t en  Pro tes tan  pada  pokoknya  menyatakan  

sebaga i  ber i ku t  :

-   

bahwa  saks i  adalah  Ketua  Tim  Sukses  Pasangan  Para  

Penggugat  ;

- bahwa  Sura t  Keterangan  Cata tan  Kepol i s i an  (SKCK)  Para  

Penggugat  t i dak  dipe rmasa lahkan  oleh  KPU  Kabupaten  

Sarmi  ;

-   bahwa ke lengkapan  admin is t r a s i  pendaf t a r an  pasangan  Para  

Penggugat  lengkap  ;

- bahwa  ada  Sura t  Keterangan  dar i  Pengadi l an  Neger i  Biak  

mengenai  cata tan  kr im ina l  Penggugat  Drs .  Hendr i k  Jan  

Rumkabu  ;

- bahwa pasangan  Para  Penggugat  mendapatkan  suara  te rbanyak  

kedua  sebanyak  1.875  suara  pada  puta ran  per tama  ;

- bahwa  pasangan  Para  Penggugat  berhak  mengiku t i  puta ran  

kedua  dengan  penetapan  KPU  ;  

- bahwa  t i dak  ada  kebera tan  dar i  pasangan  ca lon  la i n  

mengenai  perkara  pidana  Penggugat  ( Drs .  Hendr i k  Jan  

16
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Rumkabu)  ;

- bahwa t i dak  pernah  ada kebera tan  baik  dar i  pasangan  ca lon  

la i n  maupun  masyaraka t  Kabupaten  Supio r i  ;

- bahwa  Saks i  t i dak  mengiku t i  pemer i ksaan  perkara  di  

Mahkamah  Konst i t u s i  namun  hadi r  pada  saat  Putusan  ;

- bahwa  Putusan  Pidana  Penggugat  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu 

di t e r ima  sete lah  ada  Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  ;

- bahwa Para  Penggugat  t i dak  pernah  dibe r i kan  sa l i nan  objek  

sengketa  ;

Saks i  :  NELLES MANUFANDU ;  

Bahwa saks i  da lam kesaks iannya  yang  d inya takan  dibawah  Jan j i  

menuru t  agama  Kr is t en  Pro tes tan  pada  pokoknya  menyatakan  

sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  Saks i  ada lah  Ketua  Par ta i  Demokras i  Kebangsaan  

Kabupaten  Supio r i  ;

- Bahwa  Saks i  t i dak  mengiku t i  pemberkasan  pendaf t a r an  

pasangan  Para  Penggugat  sampai  dengan  ver i f i k a s i  ;

- Bahwa  setahu  Saks i  se jak  pendaf ta r an  dan  ver i f i k a s i  

berkas  pendaf ta ran  Para  Penggugat  ber ja l an  dengan  

lancar  ;

Hal .  17 dar i  33 Hal .  Putusan  No.  08/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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- Bahwa Saks i  te r j un  langsung  ke  lapangan  menjad i  Saks i  

d i  TPS  dan  di  KPU  Kabupaten  Supio r i  ;

- Bahwa  pero lehan  suara  Pasangan  Para  Penggugat  pada  

tahap  per tama  sebanyak  1.875  ;

- Bahwa Pasangan  Calon  nomor  uru t  5 mengajukan  gugatan  ke  

Mahkamah  Konst i t u s i  ;

- Bahwa  mater i  gugatan  d i  Mahkamah  Konst i t u s i  adala  

mengenai  pengge lembungan  suara  ;

- Bahwa  Saks i  mengiku t i  3  ( t i g a )  ka l i  Pers idangan  di  

Mahkamah  Konst i t u s i  namun  t i dak  had i r  pada  acara  

Putusan  ;

- Bahwa Pers idangan  di  Mahkamah Konst i t u s i  t i dak  pernah  

seka l i pun  dibahas  mengenai  perkara  p idana  yang  

menyangkut  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu  ;

- Bahwa  pasangan  Para  Penggugat  mendapatkan  suara  

sebanyak  1.875  suara  ;

Saks i  :  MAGDALENA ;  

Bahwa saks i  da lam kesaks iannya  yang  d inya takan  dibawah  Jan j i  

menuru t  agama  Kr is t en  Pro tes tan  pada  pokoknya  menyatakan  

sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  saks i  ada lah   Ketua  Koal i s i  Pengusung  Pasangan  

Para  Pengguat  ; - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  ada lah  Anggota  DPRD Kabupaten  Supio r i  dar i  

Par ta i  Amanat  

18
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Nasiona l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa  berkas  pendaf ta r an  Pasangan  Para  Penggugat  

lengkap  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  baru  mengetahu i  adanya  obyek  sengketa  

beberapa  har i  yang  la l u  dan  belum 

dibaca  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa obyek  sengke ta  t i dak  pernah  dipub l i k as i k an  kepada  

masyaraka t  Kabupaten  

Supio r i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  Koal i s i  Pengusung  Pasangan  Para  Penggugat  

pernah  membuat  sura t  resmi  agar  tahapan  Pemi lukada  

Kabupaten  Supio r i  d i t unda  karena  sedang  diguga t  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  ;  

- Bahwa  saks i  mengiku t i  2  (dua)  ka l i  Pers idangan  di  

Mahkamah Konst i t u s i  ; - - - - - - -

- Bahwa  da lam  Pers idangan  di  Mahkamah  Konst i t u s i  t i dak  

pernah  membahas  soa l  Pidana  Penggugat  Drs .  Hendr i k  Jan  

Rumkabu  ;

- Bahwa  tahapan  Pemi lukada  Kabupaten  Supio r i  pada  har i  

in i  ada lah  Penetapan  Pemenang  Tahapan  Kedua  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  te l ah  d ibe r i  kesempatan  

untuk  mengajukan  Kes impu lan ,  atas  kesempatan  te rsebu t  Para  

Hal .  19 dar i  33 Hal .  Putusan  No.  08/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Penggugat  t i dak  mengajukan  Kes impu lan  secara  te r t u l i s  namun 

menyampaikan  secara  l i s an  di  Pers idangan  tangga l  23  Maret  

2011 yang  pada pokoknya  te tap  pada gugatannya  ;

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  Putusan  in i  sega la  

sesuatu  yang  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  para  Penggugat  menyatakan  t i dak  ada 

lag i  yang  dikemukakan  dan  se lan ju tn ya  mohon  Putusan ,  o leh  

karena  i t u  Maje l i s  Hakim  te l ah  bermusyawarah  dan  mengambi l  

Putusan  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  hukum 

sebaga imana te ru ra i  d i  bawah in i  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa maksud  dan tu j uan  gugatan  Para  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam duduk  perkara  d i  atas  ;

Bahwa yang  menjad i  ob jek  gugatan  dalam perkara  in i  ada lah  

:

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  

Nomor  80  Tahun  2010  tangga l  25  Oktober  2010  Tentang  

Perubahan  Atas  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Supio r i  Nomor  76 Tahun 2010 Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010,  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  12  

Tahun  2010  Tentang  Rekapi t u l a s i  Hasi l  Penghi t ungan  Pero lehan  

Suara  Pada Pemi lu  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  

Tahun  2010,  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Supio r i  Nomor  13 Tahun 2010 Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010- 2015  

Pada Putaran   Kedua ;

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

a  quo  da lam  per t imbangan- per t imbangan  di  bawah  in i  d isebu t  

sebaga i  ob jek  sengketa  ;

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  da lam dal i l - da l i l  

20
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gugatan nya  pada  pokoknya  menyatakan  t i ndakan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  ob jek  sengketa  a  quo  te l ah  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku  ser ta  Asas- Asas 

Umum Pemer in tahan  yang  Baik  sebaga imana  keten tuan  dalam 

Pasa l  53  Ayat  ( 2)  Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  2004 Jo.  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dal i l - da l i l  gugatannya  

te rsebu t  Para  Penggugat  memohon  kepada  Pengad i l an  untuk  

menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  objek  sengketa  dan  

memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  ob jek  sengke ta      a  

quo  ;

Menimbang,  bahwa  Pengad i l an  te l ah  memanggi l  Tergugat  

dengan  sura t  te rca ta t  agar  menghadi r i  Pemer iksaan  Pers iapan  

untuk  dimin ta i  penje l asan  berka i t an  dengan  te rb i t n ya  objek  

sengketa  in  casu  namun Tergugat  t i dak  had i r   ;

Menimbang,  bahwa sete lah  dipangg i l  secara  patu t  sebanyak  

2 (dua)  ka l i  namun Tergugat  t i dak  had i r ,  Hakim Ketua  Maje l i s  

berdasarkan  Pasal  72  Ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  te l ah  meminta  

atasan  Tergugat  yakn i  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Prov ins i  Papua  untuk  memer in tahkan  Tergugat  agar  mematuh i  

pangg i l an  Pengadi l an  untuk  hadi r  pada  Pemer iksaan  Pers iapan  

namun Tergugat  masih  t i dak  had i r  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  Pemer iksaan  Pers iapan  te rhadap  

gugatan  Para  Penggugat  a  quo  d i l akukan  oleh  Maje l i s  Hakim 

dan  te lah  dinya takan  layak  untuk  dis i dangkan  te rbuka  untuk  

umum,  Pengad i l an  te l ah  mengi r imkan  sa l i nan  gugatan  Para  

Penggugat  a  quo  kepada  Terguga t  pada  tangga l  07  Maret  2011  

untuk  d i t anggap i ,  namun  Tergugat  te tap  t i dak  menghadi r i  

Pers idangan  dan/a tau  menanggap i  gugatan  Para  Penggugat  a quo 

;

Bahwa Pasa l  72  Ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  menyatakan  sebaga i  
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ber i ku t  :

Dalam  ha l   sete lah   lewat   dua  bu lan   sesudah   d ik i r imkan  
dengan   Sura t   te r ca ta t  penetapan  sebaga imana  dimaksud  da lam  
ayat  (1 )  t i dak  d i t e r ima  ber i t a ,  ba ik  dar i  atasan   te rguga t  
maupun  dar i   te rguga t ,  maka  Hakim  Ketua  Sidang  menetapkan  
har i   s idang   ber i ku tnya   dan   pemer iksaan   sengke ta  
di l an j u t kan   menuru t   acara  biasa ,  tanpa  had i rnya  te rguga t  ;

Bahwa  Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  

(SEMA)  Nomor  7  Tahun  2010  Tentang  Petun juk  Tekn is  Sengketa  

Mengenai  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Pada  Angka  (1 )  

menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Pemer iksaan  te rhadap  sengketanya  oleh  Pengad i l an  Tata  Usaha  
Negara  agar  d i l akukan  secara  pr io r i t a s  dengan  mempercepat  
proses  penye lesa ian   sengketanya  ;

Menimbang,  bahwa  dengan  berpedoman  pada  keten tuan  Pasal  

72  Ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Sura t  

Edaran  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  (SEMA)  Nomor  7 

Tahun  2010  te rsebu t  d i  atas ,  guna  menghindar i  Putusan  atau  

Penetapan  yang  akan  mengganggu  proses  dan jadwa l  pe laksanaan  

Pemi lukada  di  Kabupaten  Supio r i ,  Hakim  Ketua  Maje l i s  te l ah  

menetapkan  har i  s idang  pada  tangga l  09  Maret  2011  dan  

melan ju t kan  pemer iksaan  sengketa  a  quo  tanpa  had i rnya  

Tergugat  ;

Menimbang,  bahwa  memperhat i kan  keten tuan  Pasa l  72  Ayat  

(3 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  Putusan  te rhadap  pokok  gugatan  yang  t i dak  

dihad i r i  Tergugat  dapat  d i j a t uhkan  sete lah  pembukt i an  

di l akukan  secara  tun tas ,  maka Pers idangan  di l an j u t kan  dengan  

acara  b iasa  dan  dalam  Per t imbangan  in  l i t i s  Maje l i s  Hakim 

te lah  mempela ja r i  Gugatan ,  Bukt i  Sura t ,  Saks i  dan Kes impu lan  

Penggugat ,  seh ingga  d i t emukan  fak ta - fak ta  hukum  sebaga i  

ber i ku t  :

- Bahwa  Para  Penggugat  ada lah  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010  yang  mendapatkan  

pero lehan  suara  te rbanyak  kedua  sebanyak  1.875  atau  

20,87%  suara  sah  pada  Pemi lukada  Kabupaten  Supio r i  
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Tahun  2010  puta ran  per tama  berdasarkan  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  12  Tahun  2010  

Tangga l  22  September  2010  (Buk t i  P-

12)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  kemudian  Tergugat  menetapkan  Para  Penggugat  

sebaga i  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  Supio r i  

Tahun  2010  yang  lo l os  pada  tahap  kedua  berdasarkan  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  

Nomor  13 Tahun 2010 Tangga l  22 September  2010 (Buk t i  P-

13)  ;

- Bahwa Pasangan  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  nomor  uru t  

5 ya i t u  pasangan  Ju l i anus  Mnusefe r ,  S.S i .  TH. ,  MAP dan  

Theodorus  Kawer ,  S. IP . ,  M.Si .  yang  t i dak  lo l os  puta ran  

kedua  pada  Pemi lukada  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010  

mengajukan  gugatan  ke  Mahkamah  Konst i t u s i  te rhadap  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  Nomor  

12  Tahun  2010  dan  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Supio r i  Nomor  13  Tahun  2010  yang  menetapkan  

Para  Penggugat  sebaga i  peser ta  Pemi lukada  Kabupaten  

Supio r i  Tahun 2010 Pada tahap  kedua  ;

- Bahwa  Mahkamah  Konst i t u s i  menyatakan  Para  Penggugat  

t i dak  sah  sebaga i  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010  dengan  Putusan  

Mahkamah Konst i t u s i  Nomor  182/PHPU.D- VI I I / 2 010  Tangga l  

19 Oktober  2010 (Buk t i  P- 16)  ;

- Bahwa  se lan ju t nya  Tergugat  memutuskan  Para  Penggugat  

t i dak  berhak  mengiku t i  Pemi lukada  Kabupaten  Supio r i  

Tahun  2010  pada  puta ran  ke- 2  dengan  menerb i t kan  objek  

sengketa  (Buk t i  P- 1)  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t  

d i  atas  dan  dihubungkan  dengan  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  

se lama  proses  Pers idangan ,  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  

dan/a tau  meni la i  penerb i t an  objek  sengketa  in  casu ,  apakah  

te lah  sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  
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ber laku  dan/ atau  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  

sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  53  ayat  ( 2)  huru f  ( a)  dan 

( b)  Undang- undang  Nomor  9 Tahun 2004 Jo.  Undang- Undang Nomor  

51 Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha   Negara   ;

Menimbang,  bahwa  sebe lum Maje l i s  Hakim  melakukan  

pengu j i an  dan/a tau  peni l a i an  te rhadap  penerb i t an  objek  

sengketa  a  quo  te r l eb i h  dahu lu  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  

apakah  objek  sengketa  te l ah  sesua i  dengan  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dalam  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

dia tu r  da lam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   dengan  ura ian  

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ;

Bahwa keten tuan  Pasa l  1  Ayat  (9 )  Undang- Undang  Nomor  51 

Tahun 2009 menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan  te r t u l i s  
yang  dike lua rkan  oleh  badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara  
yang  ber i s i  t i ndakan  hukum  ta ta  usaha  negara   yang  
berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang   ber l aku ,

yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i d ua l ,  dan  f i na l ,  yang  
menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan  hukum 
perda ta  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  

d ihubungkan  dengan  objek  sengke ta  dapat  d is impu l kan  sebaga i  

ber i ku t  :

Bahwa ob jek  sengketa  adalah  Sura t  Keputusan  te r t u l i s  yang  

dike lua r kan  oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  

yang  merupakan  Badan  Tata  Usaha  Negara  dan  te l ah  memenuhi  

s i f a t  konkre t  ya i t u  mengenai  penetapan  pasangan  ca lon  bupat i  

dan waki l  bupat i  yang  t i dak  berhak  dan yang  berhak  mengiku t i  

Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

sup io r i  Tahun 2010- 2015  pada puta ran  kedua,  ind i v i d ua l  ya i t u  

di t u j u kan  kepada  Para  Penggugat  sebaga i  pasangan  yang  t i dak  

berhak  dan  kepada  pasangan  ca lon  nomor  uru t  3  atas  nama 

Fredr i k  Menufandu ,  SH. ,  MH.,  MM /  Drs .  Yan  Imbab  dan  

pasangan  ca lon  nomor  uru t  5  atas  nama Ju l i anus  Mnusefe r ,  

S.S i  TH. ,  MAP /  Theodorus  Kawer ,  S. IP . ,  M.Si .  sebaga i  
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pasangan  yang  berhak  mengiku t i  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  sup io r i  Tahun  2010- 2015  pada  

puta ran  kedua,  dan  f i na l  ya i t u  keputusan  te rsebu t  t i dak  lag i  

memer lukan  perse tu j uan  atasan  atau  ins tans i  la i n ,  ser ta  

menimbulkan  ak iba t  hukum ya i t u  bagi  Para  Penggugat  keputusan  

te rsebu t  menyebabkan  t i dak  dapat  mengiku t i  Pemi l i han  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  sup io r i  Tahun 2010-

2015 pada puta ran  kedua  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas  maka 

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  ob jek  sengke ta  in  

casu  te l ah  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  1 Ayat  (9 )  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ;

Menimbang,  bahwa  pokok  gugatan  Para  Penggugat  da lam 

gugatannya  meni t i k  bera tkan  kepada  Putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  Nomor  182/PHPU.D- VI I I / 2010  yang  menuru t  Para  

Penggugat  cacat  hukum dan menjad i  dasar  d i t e rb i t k annya  objek  

sengketa  oleh  Tergugat  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  da lam  dal i l  gugatannya  

juga  menyatakan  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  Nomor 

182/PHPU.D- VI I I / 2 010  yang  menyatakan  Para  Penggugat  t i dak  

sah  sebaga i  Pasangan  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Supio r i  Tahun  2010  adalah  cacat  hukum  dengan  

mempert imbangkan  ala t  bukt i  berupa  Putusan  Pidana  atas  nama 

Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu  (Penggugat  Pr i s i pa l )  yang  belum 

memi l i k i  kekuatan  hukum  te tap ,  karena   Putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  a quo di j a t uhkan  sebe lum Putusan  Pidana

atas  nama  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu  (Penggugat  Pr is i pa l )  

d i t e r ima  oleh  Penggugat  Pr ins i pa l  yang  diperkua t  dengan  

kete rangan  Saks i  atas  nama Ones  Rumbekwan  yang  member ikan  

kesaks ian  d i  bawah Jan j i  da lam Pers idangan  tangga l  16  Maret  

2011 ;

Menimbang,  bahwa  menuru t  kete rangan  Saks i  dar i  Para  

Penggugat  atas  nama  Nel l es  Menufandu  yang  member i kan  

kesaks ian  d i  bawah Jan j i  da lam Pers idangan  tangga l  16  Maret  

2011 dan Saks i  atas  nama Magdalena  yang  member ikan  kesaks ian  
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di  bawah  Jan j i  da lam  Pers idangan  tangga l  21  Maret  2011  

menyatakan  bahwa  se lama  mengiku t i  Pers idangan  di  Mahkamah 

Konst i t u s i  t i dak  pernah  seka l i pun  dibahas  mengenai  perkara  

pidana  yang  menyangkut  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu  (Penggugat  

Pr ins i pa l )  (v i de  Ber i t a  Acara  Pers idangan  Tangga l  16  Maret  

2001 dan Tangga l  21 Maret  2011)  ;

Menimbang,  bahwa  te rka i t  kompetens i  lembaga  Perad i l an  

Maje l i s  Hakim  t i dak  berwenang  menguj i  Putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i ,  namun  Maje l i s  Hakim  memandang  per lu  untuk  

menin jau  leb ih  lan ju t  da l i l - da l i l  yang  dikemukakan  Para  

Penggugat  te rsebu t  yang  dihubungkan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  mendasar inya  dengan  ura ian  d i  bawah 

in i  ;

Bahwa  Pasa l  24  C Ayat  (1 )  Undang- Undang  Dasar  Republ i k  

Indones ia  Jo.  Pasa l  10  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  

Tentang  Mahkamah Konst i t u s i  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Mahkamah Konst i t u s i  berwenang  mengadi l i  pada t i ngka t  per tama  
dan  te rakh i r  yang  putusannya  bers i f a t  f i na l  untuk  menguj i  
undang- undang  te rhadap  Undang- Undang Dasar ,  memutus  sengke ta  
kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diber i kan  oleh  
Undang- Undang  Dasar ,  memutus  pembubaran  par ta i  po l i t i k ,  dan  
memutus  perse l i s i h an  ten tang  has i l  pemi l i han  umum.

Bahwa  Tahapan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  dia tu r  da lam  Pasa l  65  Ayat  (1 )  dan Ayat  ( 3)  

Undang- Undang  Nomor  32 tahun  2004 ten tang  Pemer in tahan  

Daerah  menyebutkan  bahwa  :

Pasa l  1  Ayat  (1 )

:

Pemi l i han  kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  
daerah  d i l aksanakan  mela lu i  masa pers i apan ,  
dan tahap    pe laksanaan  ;

Pasa l  1  Ayat  (3 )

:

Tahap  pelaksanaan  sebaga imana  dimaksud  pada  
ayat  (1 )  mel ipu t i  :

a.  Penetapan  daf ta r  pemi l i h  ;

b.  Pendaf ta ran  dan  Penetapan  ca lon  kepa la  
daerah /  waki l  kepa la  daerah  ;
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c.  Kampanye  ;

d. Pemungutan  suara  ;

e.  Penghi tungan  suara  ;  dan

f .  Penetapan  pasangan  ca lon  kepa la  daerah /  
waki l  kepa la  daerah  te rp i l i h ,  pengesahan,  
dan pelan t i k an .

Menimbang,  bahwa dar i  keten tuan  d i  atas  dan  mengacu  pada  

keten tuan  Pasa l  199  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  10  tahun  

2008  ten tang  Pemi l i han  Umum Anggota  Dewan Perwak i l an  Rakyat ,  

Dewan Perwak i l an  Daerah ,  Dan Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

yang  menyatakan  :  Hasi l  Pemi lu  anggota  DPR,  DPD,  DPRD 

prov ins i ,  dan  DPRD kabupaten / ko ta  te rd i r i  atas  pero lehan  

suara  par ta i  po l i t i k  ser ta  pero lehan  suara  ca lon  anggota  

DPR,  DPD,  DPRD prov ins i ,  dan  DPRD kabupaten / ko ta ,  maka yang  

dimaksud  Hasi l  Pemi l i han  Umum ada lah  Pemungutan  Suara  dan  

Pengi tungan  Suara  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan - keten tuan  te rsebu t  

secara  yur i d i s  normat i f  kewenangan  Mahkamah Konst i t u s i  da lam 

sengketa  Pemi l i han  Umum ada lah  sebatas  pada  Perse l i s i h an  

Hasi l  Pemi l i han  Umum sedangkan  sengke ta  yang  te rmasuk  

tahapan- tahapan  admin is t r a s i  Pemi l i han  Umum yang  t i dak  

te rmasuk  Hasi l  Pemi l i han  Umum ada lah  ranah  admin is t r a t i f  

yang  merupakan  kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  

memer iksa  dan  mengadi l i n ya  sebaga imana  keten tuan  Pasal  2 

huru f  (g )  Undang- Undang Nomor  9 Tahun 2004 Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jo.  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  Republ i k  

Indones ia  (SEMA)  Nomor  7 Tahun  2010  Tentang  Petun juk  Tekn is  

Sengketa  Mengena i  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  ;

Menimbang,  bahwa tanpa  bermaksud  meni la i  Putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i   Nomor  182/PHPU.D- VI I I / 2010  a  quo ,  senyatanya  

Perkara  Pidana  atas  nama Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu (Penggugat  

Pr ins i pa l )  a  quo  te l ah  melewat i  proses  ver i f i k a s i  

admin is t r a s i  maupun  ver i f i k a s i  fak tua l  d i  KPU Kabupaten  

Supio r i  in  casu  Tergugat ,  kemudian  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu 
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bersama  pasangannya  Mar inus  Maryar ,  S.Sos . ,  M.Kes.  in  casu  

Para  Penggugat  berhak  mengiku t i  tahapan  ber i ku tnya  hingga  

tahapan  pemungutan  suara  yang  di l an j u t k an  dengan  

pengh i t ungan  suara  pada  Pemi lukada  Kabupaten  Supio r i  Tahun  

2010  pada  puta ran  per tama,  j i ka  Drs .  Hendr i k  Jan  Rumkabu 

(Penggugat  Pr ins i pa l )  d in i l a i  t i dak  bers i kap  ju j u r ,  t i dak  

ber i t i k ad  baik  atau  menyembuny ikan  sta tusnya  sebaga i  

narap idana  dengan  harapan  dapat  mencalonkan  di r i  sebaga i  

Bupat i /Wak i l  bupat i  Kabupaten  Supio r i  Tahun 2010,  seharusnya  

te rhadap  yang  bersangku tan  se jak  awal  penca lonan  harus lah  

dinya takan  t i dak  memenuhi  syara t  sebaga i  Calon  Kepala  Daerah  

oleh  lembaga  yang  berwenang  untuk  i t u  yakn i  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Supio r i   in  casu   Terguga t   dan   bukan   pada  

saat  has i l  pemi l i han  umum, apalag i

 te rhadap  hal  demik ian  t i dak  dapat  d i taks i r  pengaruhnya  

te rhadap  has i l  pemi l i han  umum ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  yang  dia j ukan  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  nomor  uru t  5  ya i t u  pasangan  

Ju l i anus  Mnusefe r ,  S.S i .  TH. ,  MAP dan  Theodorus  Kawer ,  

S. IP . ,  M.Si .  yang  t i dak  lo l os  tahap  kedua  pada  Pemi lukada  

Kabupaten  Supio r i  Tahun  2010,  Mahkamah  Konst i t u s i  te lah  

menja tuhkan  Putusan  yang  amarnya  pada  pokoknya  membata lkan  

Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  76 Tahun 2010,  Nomor  12 Tahun  

2010  dan  Nomor  13  Tahun  2010  sepan jang  mengena i  Pasangan  

Para  Penggugat  dan  menyatakan  Pasangan  Calon  Nomor  Urut  5  

atas  nama  Ju l i anus  Mnusefe r ,  S.S i .  TH. ,  MAP dan  Theodorus  

Kawer ,  S. IP . ,  M.Si  sebaga i  Pasangan  Calon  yang  berhak  

mengiku t i  Puta ran  Kedua  Pemi lukada  Kabupaten  Supio r i  Tahun  

2010 ;

Menimbang,  bahwa  menuru t  keten tuan  Pasal  24  C Ayat  (1 )  

Undang- Undang  Dasar  Republ i k  Indones ia  Jo.  Pasal  10  Undang-

Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah Konst i t u s i  pada  

pokoknya  menyatakan  Mahkamah Konst i t u s i  berwenang  mengadi l i  

pada  t i ngka t  per tama  dan  te rakh i r  yang  putusannya  bers i f a t  

f i na l  dan Pasal  47 Undang- Undang Nomor  24 Tahun 2003 Tentang  

Mahkamah  Konst i t u s i  menyatakan  :  Putusan   Mahkamah 

Konst i t u s i  mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  se jak  se lesa i  

d iucapkan  dalam  s idang  pleno  te rbuka  untuk  umum,  seh ingga  
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te rhadap  Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  t i dak  ada  lag i  upaya  

hukum dan bers i f a t  f i na l  dan mengika t  ;

Menimbang,  bahwa  poin  te rakh i r  Amar  Putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  Nomor  182/PHPU.D- VI I I / 2 010  a  quo  menyatakan  

sebaga i  ber i ku t  :

Memer in tahkan  kepada  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Supio r i  
untuk  menetapkan  Ju l i anus  Mnusefe r ,  S.S i .  TH. ,  MAP dan  
Theodorus  Kawer ,  S. IP . ,  M.Si .  sebaga i  Pasangan  Calon  Kepala  
Derah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  dalam  Pemi l i han  Umum Kepala  
Derah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Supio r i  Tahun  
2010 pada Putaran  Kedua  ;

Menimbang,  bahwa  atas  dasar  Putusan  Mahkamah Konst i t u s i  

Nomor  182/PHPU.D- VI I I / 2010  a  qou  kemudian  Tergugat  

menerb i t kan  ob jek  sengketa  yang  pada  kons ide rans  

MEMPERHATIKAN  Angka  1  menyatakan  :  ”  Putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  Nomor  182/PHPU.D- VI I I / 2 010 ”  dan  pada  Dik tum  

MEMUTUSKAN Bagian  KEDUA menyatakan  :  ”Menindak  Lanju t i  

Putusan  Mahkamah Konst i t u s i  Nomor  182/PHPU.D- VI I I / 2010 ,  Maka 

Hasi l  Keputusan  Rapat  Pleno  Komis i  Pemi l i han  umum Kabupaten  

Supio r i  pada Tangga l  25 Oktober  2010 dan sete rusnya ”  ;

Menimbang,  bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

keten tuan  Pasa l  1 Ayat  (9 )  sebaga imana  yang  te l ah  diu ra i kan  

pada  bagian  atas ,  d ikecua l i k an  sebaga i  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  yang  dapat  d i j ad i kan  objek  sengketa  pada  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  2  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  apab i l a  :

a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  perbua tan  
hukum perda ta  ;

b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  pengatu ran  
yang  bers i f a t  umum ;

c . Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  masih  memer lukan  
perse tu j uan  ;

d. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dike lua rkan  berdasarkan  
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keten tuan  Ki tab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  Ki tab  
Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  pera tu ran  
perundang- undangan  la i n  yang  bers i f a t  hukum   p idana  ;

e. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dike lua r kan  atas  dasar  
has i l  pemer i ksaan  badan  perad i l an  berdasarkan  keten tuan  
pera tu ran  perundang- undangan  yang ber laku  ;

f . Keputusan  Tata  Usaha  Negara  mengenai  ta ta  usaha  Tenta ra  
Nasiona l  Indones ia  ;

g. Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum ba ik  di  pusat  maupun  di  
daerah  mengena i  has i l  pemi l i han  umum.

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukt i - bukt i ,  per i s t i wa  hukum 

dan  per t imbangan- per t imbangan  te rsebu t  d i  atas ,  Maje l i s  

Hakim berpendapat  bahwa objek  sengketa  yang  d i t e r b i t k an  o leh  

Tergugat  adalah  merupakan  t i ndak  lan ju t  dar i  has i l  

pemer i ksaan  badan  perad i l an  in  casu  Putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  Nomor  182/PHPU.D- VI I I / 2 010  Tangga l  19  Oktober  

2010,  ha l  mana menuru t  keten tuan  Pasal  2  huru f  (e )  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ada lah  pengecua l i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dapat  d iguga t  d i  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  o leh  karenanya  

gugatan  Para  Penggugat  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ( Nie t  

Ontvanke l i j k e  Verk laa rd )  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  maka  te rhadap  dal i l - da l i l  

Para  Penggugat  yang  berka i t an  dengan  prosedur  maupun 

substans i  penerb i t an  obyek  sengke ta  yang  dinya takan  secara  

l i san  pada  Pers idangan  Tangga l  23  Maret  2011  dan  Asas- Asas  

Umum Pemer in tahan  yang  Baik  yang  te r t uang  dalam  gugatannya  

t i dak  dipe r t imbangkan  lag i  o leh  Maje l i s  Hakim ;

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  da lam gugatannya  memohon 

kepada  Pengad i l an   agar   menunda   pe laksanaan   ob jek  

sengketa   sampai  mempero leh

 Putusan  yang  berkekua tan  hukum  te tap ,  Maje l i s  Hakim 

per t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  untuk  mengabulkan  atau  menolak  
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Permohonan  Penundaan  Para  Penggugat  te rsebu t ,  menuru t  

keten tuan  Pasal  67 ayat  (4 )  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Penundaan  dapat  

d ikabu l kan  j i k a  te rdapa t  fak ta - fak ta  ten tang  keadaan  yang  

sangat  mendesak  yang  berak iba t  kepent i ngan  Para  Penggugat  

sangat  d i rug i kan  dan  d i t o l a k  j i ka  te rdapa t  fak ta - fak ta  

mengenai  kepent i ngan  umum  dalam  rangka  pembangunan  

mengharuskan  di l aksanakannya  Objek  Sengketa  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

sebe lumnya  menyatakan  objek  sengketa  t i dak  te rmasuk  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  da lam  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  dan  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  te lah  dinya takan  

t i dak  dapat  d i t e r ima ,  maka  te rhadap  Permohonan  Penundaan  

Para  Penggugat  te r sebu t  t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  lag i  

o leh  Maje l i s  Hakim,  oleh  karenanya  d inya takan  di to l ak  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  maka  dengan  berpedoman pada 

keten tuan  Pasa l  110 Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  t entang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  kepada  Para  Penggugat  

dibeban kan untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan  

di t e ntu kan dalam amar  Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  yang  t i dak  d ipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  

Hakim  karena  din i l a i  t i dak  ada  re levens i  dengan  

per t imbangan- per t imbangan  in  l i t i s  akan  te tap  di l amp i r kan  

dalam  berkas  perkara  sebaga i  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dengan Putusan  in i  ;

Memperhat i kan  Undang- Undang  Dasar  Republ i k  Indones ia  

tahun  1945  dan  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang-

Undang  Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  dan  Pera tu ran  Perundang- undangan  la i nnya  yang  

berka i t an  dengan perkara  in i  :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N G A D I  L I  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DALAM PENUNDAAN

Menolak  Permohonan Penundaan Para  Penggugat  ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  ;  

2. Menghukum  Para  Penggugat  untuk  

membayar  b iaya  perkara  sebesar  Rp.  

262.000 , -  ( Dua  Ratus  Enam Puluh  Dua 

Ribu  Rupiah )  ;

Demik ian  d ipu tuskan  dalam  Rapat  Permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  har i  Jumat  

tangga l  25  Maret  2011,  yang  te rd i r i  dar i  CECKLY J.  KEREH,  

S. H. ,  se laku  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  TAUFIK A.  PRIYANTO,  S. H.  

dan  ERICK S.  SIHOMBING,  S.H. ,  masing- masing  se laku  Hakim 

Anggota .  Putusan  mana  d iucapkan  da lam  Pers idangan  yang  

te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  oleh  Hakim  Ketua  

Maje l i s  dengan  d idamping i  o leh  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  

dengan  diban tu  DERISTA  H.  MALAU,  SH. ,  se laku  Pani te ra  

Penggant i  yang  dihad i r i  o leh  Para  Penggugat  Pr ins i pa l  dan  

Kuasa Hukumnya tanpa  dihad i r i  o leh  Tergugat  ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

                    TTD TTD

TAUFIK A.  PRIYANTO, S.H. CECKLY J.  KEREH, S.H.

TTD

 ERICK S.  SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DERISTA H.  MALAU, S.H.
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Per inc i an  Biaya  Perkara  :

1

.

Pendaf ta ran  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

30.000 , -

2

.

Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

240.000 , -

3

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

12.000 , -

4

.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

10.000 , -

J U M L A H Rp
.

292.000 , -

( Dua  Ratus  Sembi lan  Puluh  Dua 

Ribu  Rupiah )
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